
 

WALIKOTA YOGYAKARTA 

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA 

PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   12   TAHUN 2015 

TENTANG 

KAWASAN TANPA ROKOK 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

WALIKOTA KOTA YOGYAKARTA, 
 

Menimbang : a. bahwa rokok merupakan hasil olahan tembakau dan 

sintesis yang mengandung nikotin dan tar yang 
membahayakan bagi kesehatan manusia; 

b. bahwa Pasal 115 ayat (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 

2009 tentang Kesehatan mewajibkan Pemerintah Daerah 
menetapkan Kawasan Tanpa Rokok; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 
Walikota tentang Kawasan Tanpa Rokok; 
 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa 
Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta 

(Diundangkan pada tanggal 14 Agustus 1950); 

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan  
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 

144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5063); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana 
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 
2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti 

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan 
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5657 dan Nomor 5589); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 tentang 
Berlakunya Undang-Undang Nomor 2, 3, 10 dan 11 Tahun 

1950 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 
Nomor 58); 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang 
Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Aditif Berupa 
Produk Tembakau bagi Kesehatan (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380); 

 



 

6. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Republik Indonesia 

Nomor 188/MENKES/PB/I/2011 dan Menteri Dalam 
Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2011 tentang 
Pedoman Pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok (Berita 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49); 

7. Peraturan Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta 
Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Pencemaran 

Udara (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Istimewa 
Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 5); 

8. Peraturan Gubernur DIY Nomor 42 Tahun 2009 tentang 
Kawasan Dilarang Merokok (Berita Daerah Provinsi 
Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2009 Nomor 42); 

 

MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KAWASAN TANPA 
ROKOK. 

  

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Walikota  ini yang dimaksud dengan: 

1. Kesehatan adalah keadaan sehat baik secara fisik, mental, sosial dan 

budaya  yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara 
sosial dan ekonomi. 

2. Rokok adalah salah satu produk tembakau yang dimaksudkan untuk 
dibakar dan dihisap dan/atau dihirup asapnya, termasuk rokok kretek, 

rokok putih, cerutu atau bentuk lainnya yang dihasilkan dari tanaman 
Nicotiana Tabacum, Nicotiana Rustica, dan spesies lainnya atau 

sintetisnya yang asapnya mengandung nikotin dan tar dengan atau tanpa 
bahan tambahan.  

3. Kawasan Tanpa Rokok yang selanjutnya disingkat KTR adalah tempat atau 

ruangan atau area yang dinyatakan dilarang untuk merokok, 

memproduksi, menjual, dan mempromosikan rokok.  

4. Tempat atau Gedung Tertutup adalah tempat atau ruang yang ditutup oleh 

atap dan/atau dibatasi oleh satu dinding atau lebih terlepas dari material 
yang digunakan dengan struktur permanen atau sementara.  

5. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk 

menyelenggarakan upaya kesehatan, baik yang dimiliki dan/atau dikelola 
oleh pemerintah, swasta, masyarakat, dan/atau perorangan. 

6. Tempat Proses Belajar-mengajar adalah tempat yang dimanfaatkan untuk 

kegiatan belajar dan mengajar dan/atau pendidikan dan/atau pelatihan 
baik formal maupun non-formal. 

7. Tempat anak bermain adalah tempat atau arena yang diperuntukkan 

untuk kegiatan anak-anak. 

8. Tempat Ibadah adalah tempat yang digunakan untuk kegiatan keagamaan. 

9. Angkutan Umum Penumpang adalah angkutan penumpang yang 

menggunakan kendaraan umum dengan sistem membayar atau menyewa. 

10. Tempat Kerja adalah setiap tempat atau gedung tertutup atau terbuka  

yang bergerak dan atau tidak bergerak yang digunakan untuk bekerja 
dengan mendapatkan kompensasi normal (gaji/upah) termasuk tempat 

lain yang  dilintasi oleh pekerja di Kawasan Tanpa Rokok. 

 

 



11. Tempat Umum adalah semua tempat tertutup yang dapat diakses oleh 

masyarakat umum dan/atau tempat yang dimanfaatkan bersama-sama 

untuk kegiatan masyarakat, terlepas dari kepemilikan atau hak untuk 
menggunakan yang dikelola oleh negara, swasta, dan/atau masyarakat. 

12. Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok adalah 

orang dan/atau badan hukum yang karena jabatannya memimpin atau 
bertanggung jawab atas kegiatan dan/atau sarana prasarana di kawasan 
yang ditetapkan sebagai kawasan tanpa rokok, baik milik pemerintah 

maupun swasta. 

13. Daerah adalah Kota Yogyakarta. 

14. Pemerintah Daerah adalah Walikota berserta perangkat daerah sebagai 
unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah. 

15. Walikota adalah Walikota Kota Yogyakarta. 
 

Pasal 2 

Maksud Penetapan Kawasan Tanpa Rokok adalah untuk memberikan jaminan 

perolehan lingkungan udara yang bersih dan sehat bagi masyarakat. 
 

Pasal 3 

Tujuan penetapan Kawasan Tanpa Rokok untuk: 

a. memberikan perlindungan dari bahaya asap rokok bagi perokok aktif 

dan/atau perokok pasif; 

b. memberikan ruang dan lingkungan yang bersih, sehat serta bebas dari asap 
rokok bagi masyarakat; 

c. melindungi kesehatan masyarakat secara umum dari dampak buruk 
merokok baik langsung maupun tidak langsung; 

d. memenuhi rasa aman dan nyaman warga; dan 

e. meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat. 
 

BAB II 

KAWASAN TANPA ROKOK 

Pasal 4 

Kawasan Tanpa Rokok meliputi: 

a. fasilitas pelayanan kesehatan; 

b. tempat proses belajar-mengajar; 

c. tempat anak bermain; 

d. tempat ibadah; 

e. fasilitas olahraga; 

f. angkutan umum; 

g. tempat kerja; dan 

h. tempat umum. 
 

Pasal 5 

Fasilitas pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a 
adalah: 

a. rumah sakit; 

b. klinik; 

c. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas); 

d. Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu); 

e. tempat praktek kesehatan; 

f. apotek; dan 

g. toko obat. 

 

 

 



Pasal 6 

Tempat belajar mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b 

adalah: 

a. sekolah; 

b. perguruan tinggi; 

c. balai pendidikan dan pelatihan; 

d. balai latihan kerja; 

e. tempat bimbingan belajar;  

f. tempat kursus; dan 

g. gedung dan kawasan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD). 

 
Pasal 7 

Tempat anak bermain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c adalah: 

a. area bermain anak; dan 

b. tempat penitipan anak; 
 

Pasal 8 

Tempat ibadah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d adalah: 

a. pura; 

b. masjid/mushola; 

c. gereja; 

d. vihara; dan 

e. klenteng. 
 

Pasal 9 

Fasilitas olahraga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e adalah: 

a. gedung olahraga; 

b. kolam renang; dan 

c. tempat senam; 
 

Pasal 10 

Angkutan umum, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf f adalah: 

a. bus umum; 

b. taksi; 

c. kereta api; dan 

d. kendaraan wisata,  

e. angkutan anak sekolah; dan  

f. angkutan karyawan.  

 

Pasal 11 

Tempat kerja, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g adalah: 

a. kantor pemerintah; 

b. kantor milik pribadi/swasta; dan 

c. industri/pabrik.  

 

Pasal 12 

Tempat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf h adalah: 

a. tempat wisata; 

b. tempat hiburan; 

c. hotel  

d. restoran; 

 

 



e. kantin; 

f. halte; 

g. terminal angkutan umum; dan 

h. stasiun kereta api. 

 

Pasal 13 

(1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g dan h menyediakan tempat 

khusus merokok. 

(2) Tempat khusus merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 

memenuhi persyaratan sebagai berikut: 

a. merupakan ruang terbuka yang berhubungan langsung dengan udara 
luar sehingga udara dapat bersirkulasi dengan baik; 

b. terpisah dari gedung utama dan ruang lain yang digunakan untuk 
beraktifitas; 

c. jauh  dari pintu masuk dan keluar; dan 

d. jauh dari tempat orang berlalu-lalang.  

 

BAB III 
KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB 

Pasal 14 

(1) Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas pokok dan fungsi 
dalam urusan kesehatan bertanggung jawab untuk melaksanakan 

penetapan kawasan tanpa rokok. 

(2) Satuan Kerja Perangkat Daerah berkewajiban menindaklanjuti penetapan 
kawasan tanpa rokok, dengan: 

a. mengumpulkan data dan informasi tentang kawasan tanpa rokok di 
Daerah;  

b. melakukan pendidikan tentang bahaya rokok bagi masyarakat; 

c. melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan yang berkaitan 
dengan kawasan tanpa rokok; dan 

d. melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kawasan 
tanpa rokok; 

(3) Setiap pengelola Kawasan Tanpa Rokok wajib: 

a. memasang papan pengumuman Kawasan Tanpa Rokok dengan memuat 
tanda larangan merokok, larangan mengiklankan produk rokok dan 

larangan menjual produk rokok; 

b. melakukan pengawasan internal pada tempat dan/atau lokasi yang 
menjadi tanggung jawabnya; dan 

c. menghilangkan asbak di kawasan tanpa rokok 

(4) Contoh Tanda larangan merokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 
huruf a tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak 

terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 

BAB IV 
LARANGAN DAN PENGENDALIAN 

Pasal  15 

(1) Setiap orang dilarang merokok di Kawasan Tanpa Rokok. 

(2) Setiap orang dan/atau badan dilarang menjual dan/atau membeli rokok di 

Kawasan Tanpa Rokok. 

 

 

 

 



(3) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok dilarang 
membiarkan dan/atau mengizinkan merokok, memproduksi, menjual, 

mempromosikan rokok dan menerima sponsor produk rokok. 

(4) Setiap orang dilarang menjual rokok kepada anak dibawah usia 18 
(delapan belas) tahun. 

 
Pasal 16 

Setiap orang dilarang merokok di luar Kawasan Tanpa Rokok sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 4 apabila kawasan tersebut terdapat ibu hamil, anak-
anak dan orang lanjut usia. 

 

BAB V 
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 

Bagian Kesatu 
Pembinaan 

Pasal 17 

(1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan melakukan pembinaan 

terhadap penataan dan pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. 

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi: 

a. penyebarluasan informasi dan sosialisasi; 

b. koordinasi dan bekerja sama dengan seluruh lembaga pemerintah dan 
non-pemerintah baik nasional maupun internasional. 

c. memberikan pedoman pelaksanaan Kawasan Tanpa Rokok; dan 

d. menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi implementasi Kawasan 
Tanpa Rokok; 

 
 

Pasal 18 

(1) Pembinaan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya.  

(2) SKPD lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari: 

a. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pendidikan 
melakukan pembinaan terhadap KTR tempat proses belajar mengajar 

dan tempat anak bermain dan/atau berkumpulnya anak-anak; 

b. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan  sosial melakukan 

pembinaan terhadap KTR tempat ibadah; 

c. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan perhubungan melakukan 
pembinaan terhadap KTR angkutan umum; 

d. SKPD yang tugas dan fungsinya dalam urusan olahraga melakukan 
pembinaan terhadap KTR fasilitas olahraga; 

e. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan ketenagakerjaan 

melakukan pembinaan KTR tempat kerja; 

f. SKPD yang tugas pokok dan fungsinya dalam urusan pariwisata 

melakukan pembinaan KTR  tempat pariwisata; dan 

g. SKPD sebagai KTR melakukan pembinaan terhadap lingkungannnya. 

(3) Pembinaan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) dikoordinasikan 

oleh Sekretaris Daerah. 

 



Pasal 19 

(1) Pembinaan pelaksanaan KTR dalam rangka pengembangan kemampuan 

masyarakat untuk berperilaku hidup sehat. 

(2) Pembinaan pelaksanaan KTR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan oleh SKPD sesuai bidang tugasnya dan/atau wewenangnya 

di bawah koordinasi Sekretaris Daerah. 

 
Pasal 20 

Pembinaan KTR  dilaksanakan dengan :  

a. bimbingan  

b. penyuluhan; 

c. pemberdayaan masyarakat; dan  

d. menyiapkan petunjuk teknis. 

 
Bagian Kedua 
Pengawasan 

Pasal 21 

(1) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 

pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan dan SKPD lainnya bersama-
sama masyarakat, badan, lembaga dan/atau organisasi kemasyakatan 
melakukan pengawasan pelaksanaan KTR. 

(2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dibentuk 

Tim Pengawas KTR yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota. 

 

Pasal 22 

(1) Pengawasan KTR dilaksanakan oleh SKPD yang mempunyai tugas pokok 
dan fungsi sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
19 ayat (2). 

(2) Hasil pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dilaporkan 
oleh masing-masing SKPD sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing 
kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 

Pasal 23 

(1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR wajib melakukan 

inspeksi dan pengawasan di KTR yang menjadi tanggung jawabnya. 

(2) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR harus melaporkan hasil 

inspeksi dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada 
SKPD terkait setiap 3 (tiga) bulan sekali. 

 

Pasal 24 

(1) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan 
dan SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan 

ketertiban berkoordinasi dengan SKPD lainnya melakukan inspeksi dan 
pengawasan di KTR. 

(2) SKPD yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam urusan kesehatan 
selanjutnya melaporkan hasil inspeksi dan  pengawasan kepada kepada 
Walikota. 

 
Pasal 25 

Pelaksanan pengawasan dan inspeksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 

dan Pasal 25 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini. 

 



BAB VI 
PARTISIPASI MASYARAKAT 

Pasal 26 

(1) Partisipasi masyarakat dapat dilakukan dalam bentuk: 

a. memberi saran, pendapat, dan pemikiran, usulan dan pertimbangan 

berkenaan dengan pemantauan dan pelaksanaan kebijakan Kawasan 
Tanpa Rokok; 

b. pemberian bimbingan dalam penyuluhan serta penyebarluasan 

informasi kepada masyarakat tentang Kawasan Tanpa Rokok; 

c. menetapkan lingkungan tanpa asap rokok di rumah dan lingkungan 

tempat tinggalnya; 

d. melakukan pengadaan dan pemberian bantuan sarana dan prasarana 
yang diperlukan untuk mewujudkan Kawasan Tanpa Rokok; 

e. melaporkan setiap orang yang melanggar Pasal 15 kepada, pengelola, 
pimpinan dan penanggung jawab Kawasan Tanpa Rokok; dan 

f.  mengingatkan setiap orang yang terbukti melanggar Pasal 16. 

(2) Walikota atau Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mempunyai tugas 
pokok dan fungsi  dalam urusan kesehatan menyebarluaskan informasi 

berkenaan dengan partisipasi masyarakat dalam penataan dan 
pengelolaan Kawasan Tanpa Rokok. 

 

BAB VII 
SANKSI ADMINISTRATIF 

Pasal 27 

(1) Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR yang melanggar  
ketentuan Pasal 15, dikenakan sanksi berupa: 

a. peringatan lisan; 

b. peringatan  tertulis; 

c. penghentian sementara kegiatan; dan/atau 

d. pencabutan izin atau rekomendasi pencabutan izin sesuai dengan 
kewenangan Pemerintah Daerah. 

(2) Tata cara pemberian Sanksi Administratif di KTR: 

a. tim pengawas KTR sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) 
memberikan peringatan lisan kepada pengelola, pimpinan atau 

penanggung jawab KTR; 

b. apabila peringatan lisan tidak diindahkan selama 30 (tiga puluh) hari 
kalender, maka tim pengawasan KTR memberikan peringatan tertulis 

kepada pengelola, pimpinan atau penanggung jawab KTR;  

c. apabila dalam waktu 30 (tiga puluh) hari kalender sejak peringatan 

tertulis diterima, pimpinan atau penanggungjawab KTR belum 
memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan tertulis, 
maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan tanpa rokok 

diberikan sanksi berupa penghentian sementara; dan 

d. Setelah masa penghentian sementara sebagaimana dimaksud pada 
huruf c berakhir dan pengelola, pimpinan, atau penanggungjawab KTR 

belum memenuhi ketentuan sebagaimana tercantum dalam peringatan 
tertulis, maka Pengelola, pimpinan atau penanggung jawab kawasan 

tanpa rokok diberikan sanksi berupa pencabutan izin 

 

 



BAB VIII 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 28 

Peraturan Walikota ini mulai berlaku setelah 1 (satu) tahun terhitung sejak 
tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan 
Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta. 

 

 

Diundangkan di Yogyakarta  
pada tanggal 2 Maret 2015 

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA, 

 

 ttd 

 
TITIK SULASTRI 

BERITA  DAERAH KOTA  YOGYAKARTA TAHUN 2015 NOMOR 12 

    Ditetapkan di Yogyakarta  

pada tanggal 2 Maret 2015 

                                                             WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

 ttd 

 

                                                              HARYADI SUYUTI 



LAMPIRAN I KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR    12   TAHUN 2015 

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

 
TANDA LARANGAN MEROKOK 

 

 

 
 
 

 

 

 

 
 
 

 

     

WALIKOTA YOGYAKARTA, 

 

 ttd 

 

                                                     HARYADI SUYUTI 



LAMPIRAN II KEPUTUSAN WALIKOTA YOGYAKARTA 

NOMOR   12  TAHUN 2015 

TENTANG KAWASAN TANPA ROKOK 

 
 

FORMULIR ATAU LEMBAR PENGAWASAN KAWASAN TANPA ROKOK 

Formulir Pemantauan Wilayah KTR 

Logo Pemkot Implementasi KTR 100% 

Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor .... Tahun 2015 

Section A              
Nama 
Institusi   :      Nama Petugas Inspeksi:    

Tanggal Kunjungan  :            

Waktu Kunjungan   :  
 
          

 
 

Section B                

No. Indikator 
 

Ged. I Ged. II Ged. III Ged. IV Ged. V 
Sebutkan lokasi di dalam 
gedung yang diperiksa, 

seperti: lobi, ruang tunggu, 

ruang kerja, restoran, bar, 

ruang kelas, kamar kecil, 
ruang tunggu pasien, ruang 

dokter, kamar hotel, dll) 
            

Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak Ya Tidak 

1 Ditemukan orang merokok di dalam gedung                       

2 Ditemukan ruang khusus merokok di dalam gedung                       

3 Ditemukan tanda dilarang merokok di semua pintu masuk                       

4 Tercium bau asap rokok                       

5 Ditemukan asbak dan korek api di dalam gedung                       

6 Ditemukan puntung rokok di dalam gedung                       

7 
Ditemukan indikasi kerjasama dengan Industri tembakau dalam 
bentuk sponsor, promosi, iklan rokok (misalnya: serbet, tatakan 
gelas, asbak, poster, spanduk, billboard, dll)                       

8 
Ditemukan penjualan rokok di lingkungan gedung Kawasan Tanpa 
Rokok.                        

 
 

 
           

             



 
                                                                                                                                      WALIKOTA YOGYAKARTA,  

 

 ttd 
 

                                                                                                                                       HARYADI SUYUTI 

 

                

Section C     
           

Pertanyaan untuk Pengelola Gedung:                       Komentar tambahan 
oleh Petugas 

Inspeksi 1 
Apakah anda tahu tentang kebijakan KTR di Kota Yogyakarta yang melarang orang merokok di 
dalam gedung? Ya    Tidak     

2 Apakah anda mendukung dan melaksanakan kebijakan KTR di  Kota Yogyakarta ?   Ya    Tidak       

3 
Apakah anda tahu bahwa Kebijakan KTR harus dilaksanakan oleh Pengelola 
Gedung?   Ya    Tidak        

4 
Apakah anda tahu bahwa Pengelola Gedung akan terkena sanksi jika tidak melaksanakan 
Kebijakan KTR?  Ya    Tidak        

5 

Kendala apa saja yang anda hadapi ketika melaksanakan 

Kebijakan  Kota Yogyakarta Bebas Rokok di lembaga anda? Tolong 
sebutkan. 

Solusi apa saja yang dapat dilakukan? Tolong sebutkan. 
  

 

  1         1                      

  2      2              

  3         3                     
 

                  

 

 
 

Section D     

Masukkan kepada Pengelola Gedung untuk perbaikan (Petugas Inspeksi harus langsung memberikan masukkan berdasarkan hasil inspeksi)   

                     

Petugas Inspeksi:           Kepala Institusi/ Pimpinan Pengelola Gedung        

                     

Tandatangan:  (                                       )  Tandatangan:  (    )      

Nama           Nama                    


